
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan daya saing
dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pengaturan
mengenai perencanaan kehutanan, perubahan
peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi
kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan
dan pen5rusunan rencana pengelolaan hutan serta
pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial,
perlindungan hutan, dan pengawasan kehutanan
di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kehutanan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kehutanan ;

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b

c
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Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47571 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 71431;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2I Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 4l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7ll2l;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN.

ATAS
202r

Pasal I

Di antara Pasal 293 dan Pasal 294 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 293A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 293A
Menteri dalam melaksanakan Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Tata Hutan dan
Pen5rusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perlindungan Hutan,
dan Pengawasan Kehutanan di Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam melibatkan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
i Hukum,

ttd

ttd
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

UMUM

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan
ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah
dilakukan pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan, Perizinan
Berusaha, dan pemanfaatan Kawasan Hutan di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Kehutanan merupakan regulasi utama yang mengatur tata kelola
Kehutanan di Indonesia. Namun, pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
perlu melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam dalam aspek kehutanan. Oleh karenanya,
ketentuan yang perlu ditambahkan yakni pelibatan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
dalam melakukan Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan
Kawasan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perlindungan
Hutan, dan Pengawasan Kehutanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O2I tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 293A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 716I

II
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